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PENETAPAN
Nomor 7524/Pdt.G/2020/PA.Sor
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis hakim telah
menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Bandung,
selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, alamat di namun sekarang sudah tidak
diketahui keberadaannya di Wilayah Republik Indonesia,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 17

November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Soreang Nomor 7524/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 17 November 2020 pada

pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah
pada tanggal 17 Maret 2014 berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA
Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung dengan memenuhi syarat rukun
nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
298/61/111/2014 pada tanggal 17 Maret 2014.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat

tinggal bersama terakhir dirumah Nenek Penggugat yang beralamat di
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Kampung Cibugel, RT 003, RW 009, Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey,
Kabupaten Bandung.

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul)
dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama:
|

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak
selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat sejak bulan Maret 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran
terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam rumah tangga dan tidak
memberi nafkah sejak Mei 2020 sampai saat ini, nafkah yang diterima
terakhir kali oleh Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (lima puluh ribu rupiah)
perminggu dan tidak menentu serta tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari,
untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat terpaksa harus bekerja.
Disamping itu, Tergugat juga memiliki sikap cuek terhadap Penggugat.
Sehingga membuat Penggugat enggan untuk mempertahankan rumah
tangga bersamam Tergugat.

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan
rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya.
Puncaknya sekitar bulan Mei 2020 antara Penggugat dan Tergugat
bertengkar hebat, sehingga pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada
hubungan layaknya suami istri lagi.

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan rumah
tangga bersama Tergugat bahkan Penggugat telah meminta bantuan
kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat
sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
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9. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah
tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu
Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

10. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya di Wilayah
Republik Indonesia berdasarkan Surat Keterangan Nomor. 140/629/X1/2020,
Tertanggal 16 November 2020 dari Desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey,
Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili

perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2, Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain,
mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa
tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat. Dan selanjutnya Penggugat menyatakan telah
rukun kembali dengan Tergugat serta mengajukan permohonan untuk
mencabut gugatannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penetapan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana
diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar
rukun kembali dengan Tergugat. Dan Penggugat menyatakan bersedia untuk
rukun kembali dengan Tergugat serta Penggugat mengajukan permohonan
untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan gugatan Penggugat
tersebut, Majelis Hakim berdasarkan Pasal 271 Rv. sepakat untuk
mengabulkannya;

Menimbang bahwa meskipun gugatan dicabut, tetapi karena perkara ini
telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera
Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
7524/Pdt.G/2020/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah
Rp.560.000,00 (lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Senin tanggal 05 April 2021 Masehi bertepatan dengan
tanggal 22 Sya'ban 1442 Hijriah, oleh Kami Erfani, S.H.l., M.E.Sy. sebagai
Ketua Majelis, Faisal Amri, S.H.l.,, M.H. dan Rahmat Tri Fianto, S.H.l., M.H.
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masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh
Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Nina Kristinawati, S.H.
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya

Tergugat.

Hakim Anggota |, Ketua Majelis,

Faisal Amri, S.H.l., M.H. Erfani, S.H.l.,, M.E.Sy.

Hakim Anggota |,

Rahmat Tri Fianto, S.H.l., M.H.
Panitera Pengganti,

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Relaas Panggilan| : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
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3. Panggilan : Rp. 440.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 560.000,00
(lima ratus enam puluh ribu rupiah)
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